BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 7/g /2025

TENTANG

PENETAPAN LIMA PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mendukung Program Koordinasi
Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi melalui Monitoring
Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), perlu aksi daerah dalam pencegahan Kkorupsi
terintegrasi pada Area Pengadaan Barang dan Jasa;

bahwa salah satu pemenuhan atas Upaya Pencegahan Korupsi
Daerah Tahun 2025 pada Area Pengadaan Barang dan Jasa
adalah Pengadaan Barang dan Jasa Strategis yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan proyek
dan/atau program yang memiliki sifat strategis untuk
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka
upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan Lima
Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten
Tabalong Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubabh,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Lima Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lima Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup 2 (dua) Misi
Kabupaten Tabalong yang ingin diwujudkan yaitu:
a. mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera; dan
b. mendorong kemajuan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang
sah yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/363/2024 tentang Penetapan Tujuh
Paket Strategis Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang
telah ditetapkan pada tanggal 26 November 2024 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung
pada tangga] 2¢ Maret 225
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ \9 /2025
TANGGAL 2[ Wt 2015

DAFTAR LIMA PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO. NAMA PAKET LOKASI F};(;;J

1. | Rehabilitasi RSUD H. Badaruddin Maburai 23.785.000.000,00
Kasim

2. | Pembangunan Jembatan Gala Gala Muara Uya 20.000.000.000,00

3. |Pekerjaan Lanjutan Tahap 2 (dua) Murung 13.050.309.094,00
Revitalisasi Pasar Kapar Pudak

4. | Peningkatan Jalan Padat Karya Desa Haruai 7.150.000.000,00
Wirang dan Bongkang

5. | Relokasi Sekolah Menengah Pertama | Banua Lawas 3.003.179.600,00
Negeri 3 Banua Lawas
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